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No. 5/B, 29-8-1977

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT |l SURABAYA
PERATURA N DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT If SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 1975
TENTANG

PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMAD YA KEPALA DAERAH TINGKAT H SURABAYA

Menimbang

Mengingat

. Bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan di Sektor prasarana

dan perumahan, perlu ditingkatkan pula jaringan penerangan jalan
umum, sehingga kehidupan kota dan warmganya akan lebih serasi, aman
dan bergairah ;

. Bahwa untuk lebih berhasilnya peningkatan jaringan penerangan jalan

umum, diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk retribus
penerangan jalan-jalan umum, bagi para penghuni rumah ditepi jalan
yang telah mendapat penerangan listrik dengan beaya yang menjadi
beban Permerintah Kotamadya Daerah Tingkat  Surabavya.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1874 tentang Pokok-pokok Pemerintahar.
i Daerah;

. Undangundang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daetan

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Te-
ngah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

. Undang-undang Oarurat Nomar 12 tahun 1957 tentang Peraturan

Urmum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

‘4, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kota-

madya Surabaya Nomor 09/DPRD-—GR/Kep/1970 tanggal 23 Nopem-
ber 1970 tentang Pengesahan Rencana Pendahuluan {Qutline Plan)
Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Su-

rabaya.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat 1! Surabaya ten-
tang Pengadaan dan Retribusi Penerangan
untuk Jalan-jalan Umum.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan istilah

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadyz Daerah Ting
kat 11 Surabaya:

b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1|
Surabaya ;
¢. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kote

madya Daerah Tingkat || Surabays ;

d. Jalan-jalan Umum, ialah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas
umum, termasuk didalamnya tempat-tempat
rekreasi umum dan taman-taman umum

e. Penerangan, ialah setiap penerangan resmi yang mempergu-
nakan tenaga listrik ;

f. Beaya penerangan, ialah beaya yang dipergunakan untuk pene-
rangan jalan-jalan umum ;

9. Pemakai rumah, ialah pemilik atau penyewa yang sedang memag-
kai rumah atau gedunyg atau bangunan,

BAB 11
PENGADAAN PENERANGAN UNTUK JALAN—JALAN UMUM

Pasal 2

{1}. Pemerintah Daerah mengusahakan pengadaan penerangan untuk
jalan-jalan umum diwilayah kewenangannya ;

(2). Pemakai rumah ditepi jalan-jalan umum dapat mengusahakan penga-
daan penerangan untuk jalan-jalan umum tersebut, sepanjang Pema-.
rintah Daerah belum mengusahakannya ;
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BAs I

PENSENAAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN—JALAN UMUM

(1.

{2).

{(3)

{n.

(2.

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengenakan retribusi penerangan untuk menga
dakan penerangan untuk jalan-jatan umum, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat {1} Peraturan Daerah ini ;

Retribusi dimaksud pada ayat {1) pasal ini, dikenakan kepada pe-
makai rumah yang berada ditepi jalan-jalan umum, yang telah men-
dapat penerangan dengan beaya yang menjadi beban Pemerintah
Daerah ;

Ketentuan dimaksud pada ayat {1} dan {2} pasal ini, berlaku pula
untuk pengadaan penerangan dimaksud dalam pasal 2 ayat {2) Pe-
raturan Daerah ini, apabila kemudian beaya pemakaian tenaga lis-
trik menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini di-
tetapkan dengan dasar perhitungan menurut perbandingan jumlah
terbanyak tinggi penggunaan penerangan dirumah yang bersangkut-
an.

Dasar perhitungan penetapan jumlah retribusi dimaksud pada ayat
{1) pasal ini, dipergunakan sebagai standar tingkat pelayanan umum
Pemerintah Daerah dibidang penerangan untuk jalan-jzlan uwmum
bagi keluargadalam rumah yang bersangkutan.

Pasal 5

Jumilah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan
untuk tiap bulan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi peng-
gunaan penerangan listrik dirumah yang bersangkutan vaitu :

1.

Untuk pemakai rumah yang beiurp menggunakan penerangan listrik,
sebesar Rp. 50,— {lima puluh rupiah) ;

Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan listrik diremah
sampai dengan 200 VA : Rp. 75,— {tujuh puluh lima rupiah) :

. Untuk pemakai ro-eh yuna kepentingan rumah tanggs van mempu-

nyai penerangan listtik dirumah :
a. Le.® wari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 K A, sebesar
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Hp. 125,— (seratus dua pulih lima rupiah) ;

Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 220,— {dua
ratus dua puluh rupiah) ;

lLebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 345, (tiga
ratus empat puluh fima rupiah) ;

Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 500,—
{tima ratus rupiah) ;

Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 590,
{lima ratus sembilan puluh rupiah) ;

Lebih dari 23 KVA sampai deigan 41 KVA, sebesar Rp. 910,-
{sembi’an ratus sepuiuh rupiah) ;

Lehih dari 67 KVA keatas sebesar Rp. 1.125,— (seribu seratus dua
puluf lima rupiahl.

Untuk pemakai rumah/bangunan bukan untuk rumah tanggs untuk
komersiil :

a..

Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 KVA, sebesar Rp.
225,— {dua ratus dua puluh lima rupiah) ;

. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 415,— {empat

ratus lima belas rupiah} ;

Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 640,— {enam
raius empat pulih rupiah) ;

. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,6 KVA, sebesar Rp. 800,—

{sembilan ratus rupiah) ;

. Lebih dari 9.5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 1.1656,—

{(seribu seratus enam puluh lima rupiah} ;

Lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 1.465,—
{seribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;

. Lebih dari 61 KVA sampai dengan 85,5 KV A, sebesar Rp. 1.800,—

{seribu delapan ratus rupiah) ;

. Lebih dan 85,5 KVA sampai dengan 100 KVA, sebesar Rp. 2.175,—

{dua ribu seratus tujuh puiuh lima rupiah) ;

Lebih dari 100 KVA sampai dengan 260 KVA, sebesar Rp. 2.586,
{dua ribu lima rztus delapan puluh lima rupiah) ;

Lebih dari 250 KV A sampai dengan 600 KVA, sebesar Rp. 3.040,~
{tiga ribu empat pulch rupiah; ;



210

k. Lebih dari 600 KVA sampai dengan 13500 KVA, sebesar Rp. 3.525,—
{tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah} ;

I. Lebih dari 1500 KV A sampai dengan 2000 KV A, sebesar Rp. 4.050,-
{empat ribu lima puluh rupiah) ;

m, Lebih dari 2000 KV A keatas, sebesar Rp. 4.615,— {empat ribu enam
ratus lima belas rupiah} ;

Pasal 6

Yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran dimaksud dalam pasal 3
avat {2) Peraturan Daerah ini adalah :

a, Kantor Instanst Pemerintah Sipil/ABRI ;
b. Tempat-tempat ibadab, rumah sakit dan lLembaga sosial/Pendidikan.

Pasali 7

{1}. Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Pera
turan Daerah ini, dipisahkan dari pemungutan beaya penggunaan
tenaga listrik dirumah yang bersangkutan ;

{2) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan
oleh aparat Pemerintah Daerah ;

{3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat
{2} dan pasal 7 ayat {1} untuk tahap permulaan Kepala Daerah dapat
mengatur kerja sama pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana
tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dengan Instansi lain.

BAEB IV
ANCAMAN PIDANA
Pasal 8
Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini,

dapat dikenakan ancaman denda sebesar-besarnya Rp. 10.000,— {sepuluh
ribu rupiah) ;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 9 :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur et
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lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang pelaksanaannya.
Pasal 10
{1}. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat |l Surabaya tentang Pengadaan dan Retribusi penerangan
untuk jalan-jalan umum.

{2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah di-

undangkannya.
Surabaya, 24 Desember 1975
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ris. Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I' Surabaya Tingkat I Surabaya
Ketua,
ttai. tud.
{ EDDY SOETRISNO ) { Drs. SOEDJATMONO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
| Jewa Timur tanggal 1 Agustus 1977 No. Hk. 11/185/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerab Tingkat |
Jawa Timur
Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

Drs. WIDAGDO
NIP. 010002147

Diundangkar dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |1
Surabaya tahun 1977 Seri B pada tanggal 29 Agustus 1977 Nomor 5/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat ! Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744,
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Salinan sesuai bunyi aslinya
A.n. Sekretar's Wilayah/Daerah
Pj. Kepala Bagian Hukum

itd.

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP, 510026744,

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,

tid.

Ny. 5. Soedjadi
NIP, 510048191
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1975
TENTANG
PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN=-JALAN UMUM

PENJELASAN UMUM :

Pertumbuhan dan perkembangan kota secara bertahap telah diproses oleh Pemerintah
Daerah, berdasarkan Outline Plan Kotamadya Surabaya yang telah ditetapkan oleh Dewan
Parwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD—GR/
1870 tanggal 23 Nopember 1970.

Dalam rencana pelaksanaan pembangunan tersebut, aspek sarana perhubungan darat
inlah diletakkan sebagai salah satu proyek vang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan
wasial ekonomi, antara lain di sektor perumahan, perdagangan dan transportasi,

Kegiatah pembangunan khususnya di sektor nrasarana dan perumahan akan lebih cepat
menumbuhkan berbagai kegiatan sosial ekonomi kota, apabila dilkuti dengan tersedianya
fasilitas penerangan jalan urnum yang me nunjang pembangunan tersebut,

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengusahakan pengadaan penerangen
lalan-jalan umum dimaksud, sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan pengadaan
yong diusahakan sendiri oleh warga masyaiskat.

Berdasarkan usaha Pemerintah Daerah untuk mengadakan fasilitas umum berupa pe-
ngadaan penerangan jalan-jalan umum, maka kepada anggota masyarakal yang secara lang-
sing menikmati jasa Pemerintah Daerah tersebut dipungut suatu retribusi penerangan jalan-
|slan umum; pengenaan retribusi disini berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun
1957 harus didasarkan kepada adanya jasa Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang ter-
kena pungutan retribusi tersebut.

Pengenaan kewajiban membayar retribusi penerangan untuk jalan-jalan. umum tersebut
dibatasi kepada pemakai rumah yang berada ditepi jalan yang telah mendapat penerangan
dungan beaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah, oleh karena mereka yang secara
mutlak dapat dianggap pasti menikmati fasilitas penerangan jalan dimaksud.
leymasuk yang dikenakan adalah pemakai rumah yang mempunyai jalan keluar Jangsung
kejalan yang telah mendapat penerangan dimaksud.

Dengan demikian maka sasararn yang ingin dicapai dengan Peraturan Daerah ini adalah
tertib hukum, yang diikuti dengan/tertib pengenaan retribusi yang ditujukan kepada ang-
wola masyarakat tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 1 Cukup jelas.



Pasal 2

Pasal 3
Pasal 4

Pasal &
Pasal 6
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Yang dimaksud dengan peningkatan penerangan Jalan umum adalah meliputi
hal-hal yang menyangkut segi-segi kwalitatif dan usaha untuk memperluas
jaringan penerangan jatan umum secara tahap demi tahap.

Cukup jetas.

Pada dasarnya adalah sulit untuk membuat ukuran mengenai jasa Pemerintah
Daerah sebagai dasar penetapan jumlah retribusi, mnamun demikian dari ting-
kat penggunaan penerangan listrik dirumah/gedung yang bersangkutan dapat
dijadikan ukuran bagi luas rumah/halaman rumah yang dikuasai seseorang
yang sekali gus dapat dipergunakan sebagai ukuran mengenai tingkat kenik-
matan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah.

Cukug jelas.

Pengecualian dari kewajiban pembayaran yang dimaksud dalam pasal 4 ter-
hadap kantor Instansi Pemerintah Sipil/ABRI| dimana pada dasarnya anggaran
belanjanya menjadi beban Pemerintah Daerah Pusat (instansi-instansi ABR)
dan Sipil) dan beban Pemerintah Daerah.

Pasal 7 ayat {3) : yang dimaksud dengan |nstansi Jain antara tain ialah Perusahaan Listrik

Pasal 8
Pasal 9

Pasal 10

Negara.
Cukup jelas.

Kegiatan dalam pasai ini dimaksudkan agar kemungkinan Kepala Daerah ma-
ngatur secara sebaik-baiknya hal-hal yang menyangkut segi-segi pelaksanaan
penagihan, penyimp anan serta pengawasan keuangan tersebut.

Cukup jelas.



